
 

Nama OPD/Kantor :  Badan penggelola keuangan dan Pendapatan 
Daerah.  

 Alamat         :  Jln Ahmad Yani No  1  Benteng Selayar 

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan  Daerah di Bentuk berdasarkan 
Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar  Nomor 140 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah . 

 

TUGAS DAN FUNGSI 

berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar  Nomor 140 Tahun 2021  
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan  Fungsi Serta tata 
Kerja  Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. 

Tugas Pokok : 

Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah  menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 
Pemerintah Daerah. 

Fungsi : 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud Badan 
Penggelola Keuangan dan Pendapatan  Daerah dalam melaksanakan 
tugasnya mempunyai fungsi : 

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan 
keuangan;  

2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan  
keuangan; 

3. Merumuskan kebijakan urusan pemerintah bidang pengelolan 
pendapatan  

4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang  
pengelolaan keuangan;  

5. Merumuskan kebijakan urusan pemerintah bidang pengelolaan barang 
milik daerah ( BMD ) 

6. pelaksanaan administrasi Badan; dan  
7. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan 

fungsinya. 

 

VISI DAN MISI 

Visi dan Misi ini tertuang dalam rencana Strategis Badan penggelolaan 
Keuangan dan Pendapatan  Daerah Tahun 2021-2026 visi misi ini 
memberikan gambaran terhadap keinginan BPKPD kabupaten Kepulauan 
Selayar ke depan dan hal-hal yang akan di lakukan untuk mewujudkannya. 

 

 



Visi : 

Kabupaten kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur 
Indonesia. Yang bermaksud : 

Peningkatan pelayanan , pemberdayaan masyarakat dan daya saing 
daerah. 

Misi : 

Mengembangkan  Tata Kelolah Pemerintahan Yang Akuntabel dan 
trasparan. Yang bermaksud : 

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel 
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan 

aset daerah 
4. Meningkatkan pengendalian dan pengelolaan barang milik daerah (BMD) 

JENIS PELAYANAN 

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Badan pengelolaan Keuangan 
dan Pendapatan Daerah kabupaten Kepulauan Selayar  sebagai pelaksana 
otonomi daerah dibidang keuangan dan pengawasan kelembagaannya maka 
berikut ini kondisi pelayanan yang di laksanakan oleh Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Pendapatan  Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu : 

 

1. Pelayanan Asistensi penyusunan rencana Kerja dan anggaran  ( RKA-
SKPD  

2. Pelayanan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Perubahan  
Dokumen 

3. Pelaksanaan Anggaran 
4. Pelayanan Penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) 
5. Pelayanan Pengendalian Anggaran Belanja OPD-SKPD 
6. Pelayanan Verifikasi SPM 
7. Pelayanan Penerbitan SP2D 
8. Pelayanan Gaji dan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian 

Pembayaran 
9. Pelayanan Pencairan Dana Hibah dan Bansos 
10. Pelayanan Penerimaan Kas 
11. Pelayanan Peminjaman Surat-Surat berharga ( BPKB, Sertifikat 

Tanah, Saham, Deposito ) 
12. Pelayanan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan OPD 
13. Pelayanan Pembayaran Retribusi ijin pemakaian Tempat-tempat yang 

di kuasai oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. 
14. Pelayanan Pendaftaran bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan ( 

BPHTB ) 
15. Pelayanan pajak air tanah 
16. Pelayanan pendaftaran pajak bumi dan bangunan ( PBB-P2 ) 
17. Pelayanan pajak mineral bukan logam dan batuan 
18. Pelayanan pajak hiburan 
19. Pelayanan pajak hotel 
20. Pelayanan pajak makanan dan minuman 
21. Pelayanan pajak reklame 

 
 
 
 
 



 

SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM ) 

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh 52 
orang pegawai negeri sipil dari berbagai latar belakang pendidikan 
berdasarkan tingkat pendidikan dapat di klasifikasikan sbb 

 

Data Jumlah Pegawai 

No Klasfikasi Pegawai Jumlah 

1 Pegawai ASN 46 

2 Pegawai P3K 2 

3 Pegawai Non ASN 96 

 Jumlah 144 

 

Berdasarkan golongan dan ruang 

No Golongan Jumlah 
Orang 

1 Pembina Utama Muda ( IV/c )  

2 Pembina TK. 1 ( IV/b ) 1 

3 Pembina ( IV/a ) 5 

4 Penata TK 1 ( III/d ) 12 

5 Penata ( III/ c ) 9 

6 Penata Muda TK 1 ( III/b ) 7 

7 Penata Muda ( III/a ) 11 

s8 Pengatur TK 1( II/d ) 1 

9 Pengatur ( II/c ) 0 

9 Pengatur ( II /b ) 0 



10 P3K ( Fungsional Tertentu ) 2 

Jumlah 48 

 

Berdsarkan tingkat pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 
Orang 

1 S2 13 

2 S1 23 

3 D3 2 

4 SMA 10 

Jumlah 48 

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 
daerah mempunyai cukup sumber daya manusia yang memadai dengan di 
tunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 




